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L embaga harta bersama seperti yang terdapat dalam Undang-undang No. 1 Tahun Tahun 1974 tentang
Perkawinan adal ah harta benda yang diperoleh selama perkawinan baik oleh suami maupun istri. Lembaga
ini jugadikenal dalam hukum adat sedangkan dalam hukum Islam ada dua pendapat mengenai harta
tersebut, pendapat yang pertama tidak mengenal adanya harta bersama, kecuali dengan jalan syirkah atau
perkongsian antara suami istri yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung dan pendapat
yang kedua mengena adanya harta bersama menurut hukum Islam, hal ini didasari dengan sendirinya ada
harta bersama antara suami istri selama perkawinan berlangsung. Pembagian harta bersama bila perkawinan
mereka (suami istri) itu putus karena perceraian, perlmbangan pembagiannya berbeda-beda, baik menurut
hukum adat maupun hukum Islam. Dalam hal ini bisa sgja pencari keadilan bagi para suami pada
masyarakat Jawa Tengah itu memilih hukum adat yang Iebih menguntungkan (sapikul sagendong), hal ini
didasari Pasal 37 jo penjelasan UU . No. 1/1974 tentang Perkawinan. Meskipun para pencari keadilan dapat
memilih menurut hukumnya masing-masing, akan tetapi hukum Islam-lah yang harus mereka pergunakan,
sebagaimana diketahui bahwa bagi orang Islam, maka berlakulah hukum Islam dan hukum adat hanya
berlaku bagi orang Islam kalau tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam. Jadi hukum yang
tepat bagi masyarakat hukum adat Jawa Tengah yang menganut harta gono gini dan beragama lslam ialah
merujuk kepada Kompilas Hukum Islam, adapun pembagiannya baik suami maupun istri ialah masing-
masing berhak 1/2, hal ini sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan melaui lembaga Pengadilan
Agama mereka (suami istri) dapat berperkara. Dengan demikian maka Pasal 37 jo penjelasan UU. No.
1/1974 belum mernberikan kepastian serta tidak adanya keseragaman hukum mengenai pembagian harta
bersama dalam perkawinan apabila terjadi suatu perceraian.
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